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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan penelitian di atas, dapat menyimpulkan 

bahwa:  

1. Pada dasarnya rumah tangga yang diinginkan oleh pasangan suami istri 

dapat berjalan dengan bahagia, tetap dan harmonis, namun dalam banyak 

kasus harapan tersebut berakhir dengan perceraian. Upaya pe ingadilan 

aigama Raiba Bimia untuk mencegah perceraian atau ce irai guigat karena 

ketidakmampuan suami untuk memberikan naf ikah laihiriah kepada istri dan 

anak-anaknya adalah dengan mencari mediasi atau perdamaian terlebih 

dahulu. Sebelum memasuki penutupan pengadilan terlebih dahulu 

melakukan mediasi dengan pihak yang meminta ceraii. 

2. Putusan pengadilan untuk menetapkan kewajiban pasangan suami istri 

terhadap anak yang diceraikan karena  ketidakmampuan suami  

memberikan nafkah lahir batin diatur dalam Pa isal 4i5 iayat 1i dain i2 Unidang-

undiang Ni0. i1 taihun 1i974. sebagaiimana diuibah menjadii UiU. No. 1i6 Tahiun 

20i19 Teintang Perkawiinan, memuat ketentuan wajib bahwa orang tua 

berkewajiban untuk memaksimalkan kemampuannya dalam membesarkan 

dan mengasuh anak-anaknya. Hak dan kewajiban suami setelah perceraian 

adalah kewajiban mengasuh dan menyayangi anak. Namun, karena masalah 

keuangan adalah alasan perceraian, istri tidak memungut biaya nafkah dari 

suaminya, dan pengadilan pasif, sehingga hakim perlu mengeluarkan 
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berapa banyak yang dibutuhkan suami untuk memberikan nafkah anak. ada 

Hak dan kewajiban perempuan terhadap anak adalah me indidik, 

membesarkan dan merawatnya dengan k iasih sayçang. 

B. Saran 

  Setelah penelitian di Pengadilan Agama Raba Bima, penulis membuat 

beberapa saran tentang masalah perceraian karena ketidakmampuan suaminya 

untuk memberikan nafkah lahiriah.  

 1. Didalam syarat-syarat perkawinan, dan untuk meminimalisir perceraian 

perlu kita perkuat lagi agar siapapun yang ingin menikah harus berpikir 

matang sebelum menikah. Hukum yang ada saat ini perlu dimutakhirkan 

lebih lanjut dengan memperhatikan perkembangan kehidupan masyarakat 

dan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini.  

 2. Pengadilan agama harus terus mensosialisasikan dan memantau anak-anak 

pasca cerai, khususnya kewajiban suami istri terhadap suami yang 

memenuhi kewajiban nafkah anak. 
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